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RINGKASAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penyandang™ merujuk pada
seseorang yang menanggung atau mengalami suatu kondisi tertentu. Sementara itu, kata
"disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, yaitu disability (jamak: disabilities), yang berarti
ketidakmampuan atau kondisi cacat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang
disabilitas dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisik, mental,
intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, baik dalam berinteraksi dengan
lingkungan sosial dan tingkah laku masyarakat dapat mengalami hambatan, sehingga
menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan hak yang setara.
Sedangkann pemilihan umum atau Pemilu adalah sebuah sistem atau cara yang digunakan
untuk menyalurkan hak-hak demokrasi rakyat. Artinya, melalui Pemilu, rakyat bisa
menggunakan haknya untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang akan mengurus
negara. Hampir semua negara di dunia yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di
tangan rakyat sudah menerima dan menggunakan sistem Pemilu ini. Negara-negara
tersebut menyadari bahwa Pemilu adalah cara yang penting untuk menjalankan sistem
pemerintahan yang baik. Sebenarnya, inti dari Pemilu berkaitan dengan dua hal utama yang
selalu menjadi pembahasan dalam kehidupan bernegara. Hal pertama adalah tentang
kedaulatan rakyat, yaitu prinsip bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam
suatu negara. Hal kedua adalah tentang demokrasi, yaitu system pemerintahan di mana
rakyat ikut berperan dalam menentukan jalannya pemerintahan. Hubungan antara
keduanya sangat erat. Demokrasi adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
kehidupan nyata. Sementara itu, Pemilu adalah bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri.
Jadi, ketika kita mengadakan Pemilu, sebenarnya kita sedang menjalankan demokrasi, dan
demokrasi itu sendiri adalah cara untuk membuktikan bahwa kekuasaan memang berada di

tangan rakyat.

Kata kunci : penyandang disabilitas, pemilihan umum



ABSTRAK
This study discusses the implementation of the fulfillment of political rights for people with
disabilities in the implementation of the 2024 Election in Ponorogo Regency. The General
Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Ponorogo
Regency have shown their commitment to realizing inclusive elections through various
policies and facilities that support the political participation of people with disabilities.
These efforts include the provision of assistive devices at Polling Stations (TPS), assistance
by KPPS officers, and pick-up and drop-off services for voters with disabilities. However,
this study found that implementation in the field still faces various obstacles, especially in
the 3T (underdeveloped, outermost, and frontier) areas that have minimal facilities and
accessibility. The difference in services between urban and rural areas shows the need for
equal policies. Based on KPU data, there are 3,652 disabled voters in Ponorogo who are
divided into various disability categories, and all of them have constitutional rights that
must be protected. In an effort to ensure their participation, the KPU and Bawaslu also
conducted training for officers and socialized political rights to people with disabilities.
This study concludes that although there has been progress in the involvement of
disabilities in elections, strengthening is still needed in terms of technical regulations,
physical facilities, and political education in order to achieve fair, equal, and truly

inclusive elections.
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